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KEBIJAKAN 

YANG 

BERBASIS 

BUKTI 

(masih 

kurang) 

Sumber: Bappenas (2015)

TANTANGAN KEBIJAKAN

Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata 

bertentangan dengan peraturan lainnya
Konflik

Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak 

konsisten dala satu peraturan perundang-undangan 

beserta turunannya

Inkonsisten

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur 

sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit 

dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

Multitafsir

Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun 

peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan 

tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Tidak 

operasional
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GAP ANTARA PENELITIAN DAN KEBIJAKAN

Kegiatan 

penelitian 

menghasilkan 
berbagai data 

penting (investasi 

yang besar).

Kesempatan untuk 

memanfaatkan data 

dan informasi 

menjadi knowledge 

seringkali tidak 

efektif dilakukan.
Peneliti dan 

pengambil 

kebijakan bekerja 

dalam ‘arena’ 

yang berbeda.
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RESEARCH - POLICY RELATIONS

Adaptasi Christina Boswell and Katherine Smith (2017)

Research Policy

Research Policy

Research Policy

Research Policy



RESEARCH FOR POLICY VS RESEARCH OF 
POLICY

Research for Policy Research of  Policy

TUJUAN kegiatan kajian yang dilakukan 

dengan tujuan mempersiapkan 

bahan bahan pembuatan 

kebijakan yang dibutuhkan oleh 

para pembuat kebijakan/ 

instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam 

suatu bidang kebijakan.

dilakukan untuk meneliti 

kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah dalam rangka 

mengembangkan konsep dan 

pengetahuan tentang kebijakan 

publik



Research for Policy Research of  Policy

Proses merupakan bagian integral dari 

proses pembuatan kebijakan 

berbasis evidence

Dilakukan dengan prinsip 

mandiri dari proses kebijakan 

untuk menjaga obyektifitas 

penelitian

Pelaku Kegiatan ini dilakukan oleh 

para analis kebijakan atau 

peneliti pada instansi 

pemerintah

 

Dilakukan oleh para peneliti



TANTANGAN DALAM MEMBANGUN EVIDENCE BASED 
POLICY 

1. Tekanan waktu dalam pembuatan kebijakan

2. Kebijakan transaksional

3. Pengambil keputusan yang kurang menghargai data dan 

pengetahuan dalam pembuatan kebijakan

4. Lemahnya kualitas dan ketersediaan data

5. Dominannya motif simbolik dan ideologis dalam pengambilan 

keputusan



EKOSISTEM 
PENGETAHUAN  
KEBIJAKAN
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KNOWLEDGE TO POLICY ECOSYSTEM
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KNOWLEDGE 

INFRASTRUCTURE

KNOWLEDGE 

UTILIZATION

KNOWLEDGE 

CREATION

Training and 

Education BIG DATA

Policy Making
Penelitian 

Dasar

Penelitian Terapan Policy Learning

ANALIS 

KEBIJAKAN



TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS EVIDENCE DI ERA DIGITAL



LESSON LEARNED EVIDENCE BASED DALAM PENANGANAN COVID



 Satu Standar Data

 Satu Metadata Baku

 Interoperabilitas

Kode Referensi/Data 
Induk

Kebijakan Satu Data Indonesia 

mendorong perbaikan kualitas data 

melalui penerapan prinsip-prinsip 

Satu Data

PRINSIP SATU 

DATA
PEMBINAAN 

DATA

Data Keuangan Negara
Pembina Data : Kementerian 

Keuangan

Data Statistik
Pembina Data : Badan 

Pusat Statistik

Data Geospasial
Pembina Data : Badan 

Informasi Geospasial

Data Lainnya
Pembina Data : Belum 

ditentukan, kandidat 

disepakati melalui Forum 

SDI tingkat pusat dan 

ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan 

dalam menerapkan data 

leadership dan data quality 

assurance pada instansi 

pemerintah penyelenggara 

data

DATA 

PRIORITAS

Prioritas Nasional

Program Strategis 

Nasional

Major Project 

dalam RPJMN & 

RKP

Arahan Presiden 

(Mendesak)

Terdapat 3 Program Strategis 

Nasional yang difokuskan untuk 

tahun 2021, yaitu SDGs, 

Bansos/Banpem/Subsidi, 

UMKM

Pemerintah 

Pusat

87 K/L

Pemerintah 

Daerah

Prov/Kab/Kot

a

Umum

SUMBER DATA

Tata Kelola Satu Data Indonesia
Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

Tata Kelola Satu Data Indonesia 
PERPRES 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
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